PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

Aamat: JI. Lawy No.167 Karanganyar Telp (3271 485063 Fax 485033
Website : dp3appkb@karanganyarkab god E-mail : dp3appko@kararganyarkab jo.id Kode Pos 57714

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
NOMOR 0 / 04 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DI LINGKUNGAN DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,

Menimbang . a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan/sub kegiatan Tahun
Anggaran 2025 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Karanganyar, maka dipandang perlu
menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,;

b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam
lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi
syarat untuk ditetapkan selaku Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Tahun Anggaran 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar
tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

 Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2445, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi
Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6867);

4. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Karanganyar Nomor 176);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

5. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024
Nomor 32).

MEMUTUSKAN :

Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar Tahun

Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada

DIKTUM KESATU bertugas membantu tugas dan wewenang

Pengguna Anggaran dalam rangka melaksanakan tindakan yang

mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja, yaitu:

1. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan
teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD (Satuan Kerja Perangkat
Daerah), yang meliputi:

a) menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;

b) memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub
kegiatan; dan

c) melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub
kegiatan kepada Pengguna Anggaran.

2. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran
atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan,
yang meliputi:

a) menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub
kegiatan;

b) menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai
dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan
perundang-undangan; dan

¢) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen
pelaksanaan kegiatan.

3. menyiapkan  dokumen pengadaan  barang/jasa pada
Kegiatan/Sub kegiatan SKPD sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan
barang/jasa.

Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pelaksana Teknis

Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung

Jawab kepada Pengguna Anggaran.

Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 6 Janvari 2035

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN




LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK

DAN KELUARGA BERENCANA
NOMOR 3co /o4
TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN
KARANGANYAR TAHUN ANGGARAN 2025

TAHUN 2025

DAFTAR NAMA PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DI LINGKUNGAN DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN ANGGARAN 2025

NO NAMA PPTK KEGIATAN SUB KEGIATAN ANGGARAN
118 MINASTRI, S.Kep Perencanaan, Penyusunan Dokumen Perencanaan 40.000.000
NIP. 19670118 199103 2 007 |Penganggaran, dan Perangkat Daerah ) ]
Penata Tk.1 (III/d aluasi Kinerja P kat
cnata ey avatunst Rirsere b arangll Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.000.000

Kepala Sub Bagian Umum

Daerah

Administrasi Keuangan

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.934.758.283

Koordinasi dan Penyusunan Laporan

Perangkat Daerah Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 10.000.000
Semesteran SKPD

Administrasi Barang Milik | -

Deerah pads Peranghat Penatausahaan Barang Milik Daerah pada 5.000.000
SKPD

Daerah

Administrasi Kepegawaian |Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 30.501.000

Perangkat Daerah

Berdasarkan Tugas dan Fungsi




Penyediaan Komponen Instalasi

Budaya Lokal

Mitra Kerja

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 00000
o ) Penyediaan Bahan Logistik Kantor 17.000.000
Administrasi Umum Penyediaan Barang Cetakan dan 8.000.000
Perangkat Daerah Penggandaan : :
Fasilitasi Kunjungan Tamu 10.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD slncanideian
Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan |Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 16.550.000
Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.000.000
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Penunjang Urusan ra Ai istri 81.820.000
jang Daya Air dan Listrik
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 278.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
iemehharaag dan Pajai Ke;daraar]; . 152.000.000
Pemeliharaan Barang Milik erorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Daerah Penunjang Urusan gabitarll T -
Pemerintahan Daerah cmeiharaan Feralatan dan Me 15.000.000
Lainnya
Pemeliharaan/ Rebabll1taS1 Gedung Kantor 115.000.000
dan Bangunan Lainnya
| Pelaksanaan Advokasi, Pengelol ional d di '
Komunikasi, Informasi dan|" "€ aanlollieralsalon o BEran i 680.000.000
Edukasi (KIE) ai Penyuluhan Bangga Kencana
Pengendalian Penduduk  [Advokasi Program Bangga kencana oleh
dan KB Sesuai Kearifan  |pokja advokasi kepada Stakeholders dan 80.000.000




SEPTIANA ROSITA H., S.Psi.
NIP. 198309302009022004
Penata Tk.I (III/d)
Analis Kebijakan Ahli Muda

Pelembagaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan
.. 5.000.000
Peungarusutamaan Gender |Kebijakan Pelaksanaan PUG
(PUG) pada Lembaga
Pemerintah Kewenangan |Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan 10.000.000
Kabupaten/Kota PUG kewenangan Kab/Kota ’ '
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan
Kebijakan, Program dan Kegiatan
Pencegahan Kekerasan Pencegahan Kekerasan Terhadap 55.750.000
Terhadap Perempuan Perempuan Lingkup Daerah
Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten /Kota Advokasi Kebijakan dan Pendampingan
Layanan Perlindungan Perempuan 15.000.000
Kewenangan Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan
Rujukan Lanjutan bagi : . y e -
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan
PerEHpuE, Raxha Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan
Kekerasan yang y Y J J 125.070.000
. . bagi Perempuan Korban Kekerasan
Memerlukan Koordinasi
Kewenangan Kabupaten/Kota
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Penguatan dan
Pengembangan Lembaga |Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Penyedia Layanan Lembaga Penyedia Layanan Penanganan 34.510.400

Perlindungan Perempuan
Tingkat Daerah
Kabupaten/ Kota

bagi Perempuan Korban Kekerasan
Kewenangan Kabupaten/Kota




Penyediaan Layanan bagi
Keluarga dalam
Mewujudkan KG dan Hak

Pelaksanaan Penyediaan Layanan
Komprehensif bagi Keluarga dalam

. Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak 50.000.000
Anak yang Wilayah N )
; yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah
Kerjanya dalam Daerah Kibnipaten s
Kabupaten /Kota
Pengumpulan, Pengolahan
Analisis dan Penyajian
Data Gender dan Anak Penyediaan Data Gender dan Anak di 5.000.000
Dalam Kelembagaan Data [Kewenangan Kabupaten/Kota ' ‘
di Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Pelembagaan PHA pada Advokasi Kebijakan dan Pendampingan
Lembaga Pemerintah, Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga
Nonpemerintah, dan Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan 45.000.000
Dunia Usaha Kewenangan |Dunia Usaha Kewenangan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Ilzz;lg; ;f: n(;:ll - Pengembangan Komunikasi, Informasi
- dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi
: ! Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan 95.000.000
Peningkatan Kualitas ; ; .
. Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah
Hidup Anak Kewenangan e ot
Kabupaten/Kota
Pencegahan Kekerasan Penguatan kerja sama lintas perangkat
Terhadap Anak yang daerah untuk mewujudkan
Melibatkan para Pihak kabupaten/kota layak Anak, kecamatan 5.000.000

Lingkup Daerah
Kabupaten/Kota

layak Anak, desa/kelurahan layak Anak,
dan DRPPA




Advokasi dan pendampingan Perangkat
Daerah dalam pelaksanaan kebijakan
/program/ kegiatan pencegahan KTA

50.750.000

Penyediaan Layanan bagi
Anak yang Memerlukan
Perlindungan Khusus yang
Memerlukan Koordinasi
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK

120.070.000

Penguatan dan
Pengembangan Lembaga
Penyedia Layanan bagi
Anak yang Memerlukan
Perlindungan Khusus
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Peningkatan kapasitas SDM lembaga
penyedia layanan perlindungan dan
penanganan bagi AMPK tingkat daerah
kabupaten /kota

39.509.600

SURAHMI, S.E., M.M.

NIP. 197106281993122001

Pembina (IV/a)

Kepala Bidang Pengendalian
Penduduk, Penyuluhan dan

Penggerakan

Pemaduan dan
Sinkronisasi Kebijakan
Pemerintah Daerah
Provinsi dengan
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota dalam
rangka Pengendalian
Kuantitas Penduduk

Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan
Kependudukan Jalur Pendidikan Formal

20.000.000

Pemetaan Perkiraan
Pengendalian Penduduk
Cakupan Daerah
Kabupaten/Kota

Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Sistem Informasi
Keluarga

30.948.000




Budaya Lokal

Budaya Lokal

Penyediaan Data dan Informasi Keluarga 5.000.000
Pencatatan dan Pengumpulan Data 138.600.000
Keluarga
Pengolahan dan Pelaporan Data
Pengendalian Lapangan dan Pelayanan 188.600.000
KB
Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga
Komunikasi, Informasi dan|Kencana Melalui Media Massa Cetak dan 30.632.000
Edukasi (KIE) Elektronik serta Media Luar Ruang
Pengendalian l‘Pendu.duk Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)
dan KB Sesuai Kearifan  |p ooramBangga Kencana sesuai Kearifan 5.000.000

Pendayagunaan Tenaga
Penyuluh KB/Petugas
Lapangan KB (PKB/PLKB)

Penggerakan Kader Institusi Masyarakat
Pedesaan (IMP)

1.910.500.000

Pemberdayaan dan
Peningkatan Peran Serta
Organisasi
Kemasyarakatan Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
dalam Pelaksanaan
Pelayanan dan Pembinaan
Kesertaan Ber-KB

Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di

R K 5.000.000
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program
Bangga Kencana di Kampung Keluarga 133.250.000

Berkualitas




IPUK PRANGASTUTIK,
S,K.M., M.Kes.

NIP. 197702102000122002
Pembina (IV/a)
Penata Kependudukan dan
Keluarga Berencana Ahli
Muda

Pengendalian dan
Pendistribusian
Kebutuhan Alat dan Obat
Kontrasepsi serta
Pelaksanaan Pelayanan KB
di Daerah Kabupaten/Kota

Pengendalian Pendistribusian Alat dan
Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang
Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan
Termasuk Jaringan dan Jejaringnya

56.700.000

Peningkatan Kesertaan Penggunaan
Metode Kontrasepsi Jangka Panjang
(MKJP)

1.868.190.000

Penyediaan Dukungan Ayoman
Komplikasi Berat dan Kegagalan
Penggunaan MKJP

5.000.000

Pembinaan Pelayanan Keluarga
Berencana dan Kesehatan Reproduksi di
Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan
dan Jejaringnya

37.400.000

Peningkatan Kesertaan KB Pria

10.000.000

Promosi dan Konseling KB Pasca
Persalinan

285.000.000

Dra.SETYAWATI, M.M.

NIP. 196702231998032002
Pembina (IV/a)

Kepala Bidang Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga

Pelaksanaan Advokasi,
Komunikasi, Informasi dan
Edukasi (KIE)
Pengendalian Penduduk
dan KB Sesuai Kearifan
Budaya Lokal

Pelaksanaan Mekanisme Operasional
Program Bangga Kencana melalui Rapat
Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat
Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini
Lokakarya (Minilok)

255.000.000




Pelaksanaan
Pembangunan Keluarga
Melalui Pembinaan
Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga

Promosi dan Sosialisasi Kelompok
Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat,
Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta
Pengelolaan Keuangan Keluarga)

10.000.000

Promosi dan Sosialisasi Kelompok
Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R
dan Usaha Peningkatan Pendapatan
Keluarga Akseptor (UPPKA))

10.000.000

Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
(BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha
Peningkatan Pendapatan Keluarga
Akseptor (UPPKA)

76.050.000

Orientasi/Pelatihan Teknis
Pelaksana/Kader Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL,
PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan
Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)

15.000.000

Pelaksanaan dan
Peningkatan Peran Serta
Organisasi
Kemasyarakatan Tingkat
Daerah Kabupaten/ Kota
dalam Pembangunan
Keluarga Melalui

Pendayagunaan Mitra Kerja dan
Organisasi Kemasyarakatan dalam
Penggerakan Operasional Pembinaan
Program Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R
dan Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga/UPPKS)

8.250.000




Pembinaan Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga

Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra
dan Organisasi Kemasyarakatan dalam
Pengelolaan Program Ketahanan dan

0.700.000
Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, 2

PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan

Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Promosi dan Sosialisasi Program

Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 10.000.000

bagi Mitra Kerja

Pemantauan Data dan Informasi
Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk
remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu
Hamil, Pasca salin/kelahiran,
Baduta/Balita)

2.154.000.000

Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting
(Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon
PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran,

Baduta/Balita)

2.584.800.000

PALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,




